BAB Il

PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan dari kasus yang disampaikan diatas hasil penelitian dan
pokok-pokok pembahasan yang ada dalam penulisan hukum/skripsi ini, maka
dapat diambil kesimpulan bahwa Pasal 112 KUHP Thailand yang menyatakan:
“Siapapun yang memfitnah (minpramat), menghina (dumin), atau mengancam
(sadeng khw amakatamatrai) Raja, Ratu, Pewaris tahta atau Bupati diancam
pidana penjara paling lama 15 tahun”, memiliki pengaruh yang besar terhadap
pembatasan kebebasan berpendapat di Thailand, yang walaupun memang
merupakan peraturan yang memberikan perlindungan namun pada kenyataannya
memberikan pembatasan yang tentu saja tidak sesuai dengan hak kebebasan yang
dimiliki oleh setiap individu yang salah satunya adalah kebebasan berpendapat.

Pengaruh yang besar yang diberikan oleh UU Lese-Majeste yang jika
dilihat bertentangan dengan konvensi ICCPR yang merupakan salah satu konvensi
internasional yang diratifikasi oleh Thailand, karena khususnya dalam pasal 19
ayat (1) menyatakan “Setiap orang berhak untuk mengeluarkan pendapatnya
tanpa adanya intervensi” yang jika dilihat dari pasal 19 ayat 1 ICCPR ini maka
dapat diketahui bahwa setiap individu memiliki hak mereka untuk menyatakan
pendapat dan pasal 112 KUHP Thailand tidak lah memberikan kebebasan bagi
setiap individunya untuk menyatakan pendapat mereka karena dianggap

merupakan suatu pelanggaran.
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B. Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka diajukan saran-saran sebagai
berikut:

1. ASEAN sebagai organisasi regional negara-negara Asia Tenggara yang
dalam hal ini termasuk Thailand, dapat mengingatkan kepada negara
Thailand untuk memelihara situasi kondusif dan lebih mengedepankan dialog
dalam merespon aksi demonstrasi. Memang demonstrasi tersebut merupakan
urusan negara Thailand itu sendiri namun ASEAN dapat mengambil peran
untuk mengingatkan negara Thailand agar tetap kondusif selama demonstrasi
terjadi dan tanpa melakukan tindakan yang melanggar HAM.

2. Thailand haruslah menghargai segala aspirasi yang disampaikan oleh rakyat
yang dalam hal ini Freedom of Speech haruslah dihargai nya tanpa harus ada
tindakan kekerasan yang membahayakan masyarakatnya.

3. Sebagai negara yang ikut serta meratifikasi ICCPR negara Thailand haruslah
menerapkan konvensi tesebut  dalam pemerintahannya  dan
mengimplementasikan pasal-pasal yang ada didalamnya sebagai bentuk
menghormati dan bentuk memberikan kebebasan kepada rakyat Thailand

dalam menyampaikan pendapat mereka (freedom of speech).
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